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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Suksesi kepemimpinan di Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 

membawa dampak yang begitu luar biasa pada hampir semua segi kehidupan 

berbangsa dan bemegara. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perubahan di bidang politik 

tampak dari bertambahnya jumlah partai politik yang ada, hilangnya dominasi partai 

politik tertentu dalam kehidupan berpolitik serta kebebasan setiap anggota 

masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada setiap partai politik yang 

ada sesuai dengan pilihan hati nuraninya Perubahan di bidang ekonomi tampak dari 

jatuhnya para konglomerat yang selama ini menguasai perekonomian bangsa dan 

mulai dilakukannya upaya-upaya untuk lebih memberdayakan ekonomi yang berbasis 

kerakyatan. 

Pergantian kepemimpinan tersebut juga membawa dampak kepada semakin 

bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten maupun 

Propinsi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi 

semng dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah maka kedua undang-undang tersebut diganti 

-
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menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka 

tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar, sedangkan campur tangan 

atau intervensi pemerintah pusat menjadi semakin kecil sehingga diperlukan suatu 

sistem perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud 

pemberian otonorni di era reformasi sekarang ini. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan di bidang politik 

Iuar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, fiskal, agama, dan 

kewenangan lain yang diterapkan dalam peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi 

dari kewenangan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan 

berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah 

mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan 

daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk 
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menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah 

dengan melakukan analisis kemampuan keuangan daerah terhadap anggaran yang 

telah ditetapkan clan dilaksanakannya. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4 mengenai Pemerintahan Daerah 

menyebutkan tentang pembentukan daerah yang dapat berupa penggabungan 

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu 

daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 ( dua) 

daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia 

penyelenggaraan pemerintahan serta mampu memenuhi syarat adrninistratif, teknis, 

dan fisik kewilayahan (DPR-RI, 2004). 

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi 

Sumatera Selatan. Pada awalnya Musi Banyuasin dan Banyuasin merupakan satu 

wilayah, akan tetapi seiring dengan berjalannya otonomi daerah maka daerah tersebut 

mengalami pemekaran hingga terbagi menjadi dua daer~ yaitu Kabupaten Musi 

Banyuasin dengan ibukota Sekayu dan Kabupaten Banyuasin dengan ibukota 

Pangkalan Balai. Setiap daerah memiliki sumber potensial yang dapat digali clan 

mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Propinsi. Secara tidak 

langsung dengan adanya pemekaran ini akan memberikan pengaruh yang cukup 

berarti pula pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti Iebih jauh mengenai 

kemampuan keuangan daerah tersebut sehingga penulis mengambil judul "Analisis 
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Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan 

Setelah Pemekaran Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." 

1.2 Perumusan Masalah 

Kemampuan keuangan daerah menggambarkan aspek kemandirian daerah 

dalam bidang keuangan. Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah yang 

mengalami pemekaran perlu untuk melakukan analisis kemampuan keuangan daerah 

mengingat keterbatasan pendapatan asli daerah tersebut dalam mengimbangi 

perolehan dana dari pemerintah pusat. 

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka yang menjadi masalah yang ingin 

penulis jawab adalah mengenai : 

1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebelurn 

pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah? 

2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin setelah 

pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Peoelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

sebelurn pemekaran dalam menduk.ung pelaksanaan otonomi daerah. 

2. Mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

setelah pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil analisa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada 

saat sebelwn dan setelah pemekaran ini diharapkan dapat bermanfaat digunakan 

untuk tolok ukur dalam : 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah, 

2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, 

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya, 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah, dan 

5. Melihat pertwnbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 

yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis 

kemampuan keuangan daerah yang meliputi analisis rasio kemandirian keuangan 

daerah, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio keserasian, debt service coverage ratio, 

rasio pertwnbuhan, dan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin pada saat sebelum dan setelah pemekaran. 
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1.4.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer ini berupa data mengenai sejarah singkat, gambaran umum wilayah, dan 

struktur organisasi Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan data sekunder berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasik.an yang dalam hal ini 

berupa laporan keuangan (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin sebelum dan setelah 

pemekaran yang dapat diperoleh dari: 

a. Bagian Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin 

b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

c. Biro Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin 

d. Instansi-instansi yang terkait lainnya 

Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode survei untuk 

pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan 

melakukan wawancara kepada pihak atau instansi terkait. Di samping itu, dilakukan 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara rnelakukan penyelidikan melalui 

sumber dokumen baik yang terjadi di rnasa lampau atau di masa sekarang. 

1.4.3. Teknik Analisis Data 

Analisis kemampuan keuangan daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh kondisi keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada saat 

sebelum dan setelah pemekaran. Analisis ini didasarkan pada teknik analisis variabel 
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(Halim, 2001) yang berupa: 

1. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah 

Rasio kemandirian ini dapat dihitung dengan melakukan pembandingan antara 

pendapatan asli daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi dan 

pmJaman. 

Pendapatan Asli Daerah 
Rasio Kemandirian = ------------------

Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman 

2. Analisis rasio efektifitas 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 

anggaran yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pada 

periode yang ditentukan. 

Realisasi Penerimaan PAD 
Efektifitas =----------

Target Penerimaan PAD 

3. Analisis rasio efisiensi 

X 100% 

Analisis ini diperoleh dengan membandingkan berapa biaya yang dikeluarkan 

untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi dari penerimaan 

pendapatan asli daerah itu sendiri. 

Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD 
Efisiensi = 

Realisasi Penerimaan PAD 
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Jika biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah tidak 

dicantumkan dalam APBD maka biaya tersebut ditetapkan sebesar 5 % per 

bulannya dari pemungutan pajak clan retribusi daerah, atau dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Rasio Efisiensi = 
(Pajak Daerah + Retribusi Daerah) x (5 % x 12 bulan) 

Realisasi Penerimaan PAD 

4. Analisis rasio keserasian 

Rasio belanja rutin dapat diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin 

dengan total APBD tahun yang bersangkutan. 

Rasio Belanja Rutin = 
Total Belanja Rutin 

Total APBD 
X 100% 

Sedangkan untuk: rasio belanja pembangunan dapat diperoleh dengan 

membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD tahun yang 

bersangkutan. 

Rasio Belanja Pembangunan = 
Total Belanja Pembangunan 

Total APBD 

5. Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

X 100% 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain 

menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dapat 

menggunakan altematif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, 
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sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Ketentuan itu adalah : 

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan 

Debt Service Coverage Ratio ini dapat diperoleh dengan menghitung 

penjumlahan dari pendapatan asli daerah, bagian daerah, dan Dana Alokasi 

Umum dikurang dengan belanja wajib, yang kemudian dibandingkan dengan 

total dari penjumlahan pokok angsuran, bunga, dan biaya pinjaman. 

(PAD+ BD +DAU) - BW 
DSCR = 

Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman) 

2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman 

3. Ketentuan yang menyangkut prosedur 

6. Analisis rasio pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya 

yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya 

pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan 

pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu 

mendapat perhatian. 

7. Analisis kemampuan keuangan daerah 

Analisis kemampuan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh kondisi keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung 
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otonomi daerah, yaitu dengan membandingkan total pendapatan daerah tahun t 

dengan total belanja tahun t. 

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun t = 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan 

Total Pendapatan Daerah Tahun t 

Total Belanja Daerah Tahun t 
X }00% 

Pada bab 1ru dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta teknik analisis yang digunakan dalam menghitung 

dan mengukur kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin pada saat sebelum dan setelah pemekaran dalam 

mendukung otonomi daerah .. 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep dasar anggaran sektor 

publik (APBD), proses penyusunan clan penetapannya, struktur 

APBD, komponen-komponen yang terdapat di dalam APBD tersebut 

yang meliputi klasifikasi pendapatan dan belanja, serta 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 

Bab Ill : Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin 

Pada bab ini dikemukakan secara singkat mengenai kondisi 
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geografis Kabupaten Musi Banyuasin dan keadaan struktur 

organisasional serta tata kepemerintahan daerah tersebut. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

BabV 

Pada bab ini dilakukan analisis dan pembahasan secara terstruktur 

mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

pada saat sebelum dan sesudah pemekaran guna melihat kemampuan 

daerah tersebut dalam mendukung otonomi daerah. 

Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang berkaitan dengan basil 

analisis laporan keuangan (APBD) daerah tersebut dan apa saran 

yang dapat diberikan sebagai upaya penulis dalam memberikan 

kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah yang bersangkutan 

dalam hal kemampuan keuangan daerah. 
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